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“PERADILAN MASSA” DAL AM KAITANNYA DENGAN
PL‘NE(JAKAN HUKUM DAN SUPRBMASI HUKUM.
Oleh : Abdul jalil

PENDAHULUAN, .
Sejak beberapa tahun reformasi digulilrkan, telah terjadi perubahan yang
cukup besar dan mendasar dalam berbagai bidang kehidupan rmasyarakat,

terutama dalam kaitannya dengan perubahan politik. Perubahan politik terjadi dari

sistem politik yang cenderung o_rorit}zr ke arah sistem politik yang lebih
demokratis. Perubahan ini antara lain ditandai dengan munculnya fenomena
kehidupan sosial-politik yang lebih bebas seperti terlihat dari munculaya banyak
partai politik dalam pemilu (multi - partai), makin ditinggalkanuya pendekatan
stabilitas/ keamanan {security anploacllt, keberanian yang makin meningkat
dari individu-individu maupun - kelompok kelompok mz‘qyara‘(at untuk
menyuarakan/ memperjuangkan kepentingan-kepentingan mereka, --dan secara
umum terjadinya euforia kebebasan/ demokrasi. Hanya saja kebebasan dan
euforia demokrasi yang berkembang saat ini (selama ini) seolab-olah fanpa batas
dan lepas dart kontrol hukum, sehinggal perkembangan seperti ini cenderung

berakibat contra-productive dan mencemaskan masyarakat. Hal ini akan nampak

jelas terutama apabila dikaitkan dengan fenomena lain dalam masyarakat, yaitu

makin melenighnya Law Enﬁ)rcement. Banyak terjadi pelanggaran hukum, baik

yang dilakukan oleh pejabat negara maupun warga negara (rakyat) yang tidak
diambil tmdakan hukum. (Padahal kita punya begitu banyak UU/peraturan hukum
dan aparat penegak hukum yang tefah disiapkan). Pelanggaran hukum yang makin
meluas di masyarakat ini (khususnya yang dilakukan oleh kelofnpok—kelompok
masyarakat dan yang seringkali diikuti dengan perbuatan main hakim sendiri)
dapat menimbulkan situasi nn.omic (ketidak pastian huakum) dan chaos (politik)
sehingga proses-proses sostal, politik dan ckonomi dalam masyarakat menjadi
terganggu.

Persoalan yang kemudian muncul dan secara khusus ingin dibicarakan

disini adalah mengenai munculnya fenomena “peradilon massa”™ {kckerasan



massa) yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan/ orang yang disangka
melakukan kejahatan, dalam kaitannya dengan penegakan hiskuin dan supremasi

Mikum, ‘ -

PERADILAN MASSA,

Isttlah * peradilan massa” tidak dikenal datam sitem hukum di Indonesia.
Istilah ini lebih merupakan istilah sosiologis, yang digunakan cleh media massa
(wartawan) dan pada umumnya magyarakat, untvk memberikan Awalifikasi
(sebutan) pada peristiwa kekerasan (penganiayaan) yang dilaknkan oleh
sckelompok orang {(masyarakat) terhadap pelaku kejahatan atau orang yong

disangka / dicurigai sebagai pelaku kejahatan.

Identitikasi “peradilan massa”™
¢+ Kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang/ masyarakat.

¢ Dalam keadaan marah, emosional, membabi buta, dan tidak 7sedikit sekali)
menggunakan pertimbangan rasio/akal. _

¢ Obyek/ sasaran : pelaku kejahatan atau orang yang disangka pelakn kejahatan.

¢ Mengakibatkan korban luka-luka atau sampai meninggal dunia.

¢+ DPiasanya dilakukan secara sadis dan diluar batas kemanusisan. (Lerakibat
1ragedi Kemanusiaan).

Dalam kanannya dengan hal ini, seringkali aparat penegak hukum (Poln) tidak

berdaya mencegahnya, karena pelakunya banyak sekali (bisa saju ratusan orang)

dan lidak sebanding dcngan jumlab aparat hukum (Polri) yang ada.

Secara hukum, perbuatan (kekerasan massa) tersebut sebenarnya merupakan

pelanggaran hukum.

Faktor penyebab terjadinya “peradilan massa”,
Faktor-faktor yang menyebavkan terjadinya tindak kekerasa oleh nrassa terhadap
pelaku kejahatan atau orang yang disangka sebagai pelaku kejabatan

adalah :





